
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yang adversarial =
The role of advocate in the adversarial criminal justice system / Samuel
Hutasoit
Hutasoit, Samuel, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329279&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Sistem peradilan pidana sejatinya adalah proses yang dikonstruksikan untuk menanggulangi kejahatan

melalui proses peradilan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Proses yang dilakukan tersebut

memperhadapkan pelaku tindak pidana dengan negara yang diwakili oleh penuntut umum. Dalam proses

demikian pelaku tindak pidana didampingi dan dibela oleh advokat. Advokat melalui Undang-Undang No.

18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang menjalankan

profesinya di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang

integratif dalam rangka menanggulangi kejahatan. Pada saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia

menganut sistem non-adversarial yang memberikan posisi sentral kepada hakim untuk bertindak aktif dalam

menilai fakta (kesalahan), hukum, dan hukuman. Bahkan hakim cenderung bertindak sebagai semi-

prosecutor. Tentu saja keadaan demikian tidak memberikan keleluasaan kepada advokat untuk melakukan

pembelaan kepada kliennya berdasarkan dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum. Dalam perkembangannya,

karakter adversarial yang merupakan ciri sistem peradilan di negara-negara common law diadopsi ke dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun demikian karakter adversarial tersebut tidak diadopsi secara

utuh, setidaknya demikian terlihat dalam Rancangan KUHAP. Karakter adversarial yang dianut dalam

Rancangan KUHAP masih menganut prinsip hakim aktif dalam persidangan. Dalam sistem adversarial,

advokat sebagai penasihat hukum terdakwa di sidang pengadilan memiliki peran yang lebih baik untuk

membela kepentingan hukum terdakwa. Peran tersebut ditandai dengan kedudukan yang sama antara

penuntut umum maupun advokat di persidangan. Penuntut umum dan advokat akan berperan aktif untuk

menemukan kebenaran berdasarkan pembuktian melalui proses adu atau counter balance. Posisi penuntut

umum dan advokat sebagai demikian menjadikan posisi hakim bersifat pasif atau hakim hanya sebagai wasit

dalam proses adu tersebut. Letak pembenaran sistem adversarial atau sistem perlawanan adalah pada

kenyataan bahwa sistem ini merupakan suatu sarana, di mana kemampuan individu dapat ditingkatkan

sampai titik di mana ia memperoleh kekuatan untuk melihat realitas dengan mata yang bukan matanya

sendiri, di mana ia mampu untuk menjadi bebas dari keberpihakan dan bebas dari prasangka sebagaimana

“dapat dimungkinkan oleh keadaan manusia”. Dengan kata lain, sistem adversarial menyakini bahwa

kebenaran akan muncul melalui proses adu yang dilakukan secara seimbang dan fair antara penuntut umum

dan advokat.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The criminal justice system is actually a constructed process to overcome crime through judicial

proceedings against defendant. The process undertaken is by confronting the defendant with the state

represented by the public prosecutor. In the process, the defendant is represented and defended by

advocates. Advocate based on Law Number 18 of 2003 regarding advocate is a law enforcerment officer
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who is free and independent, performing his profession in or outside the court. Advocate is a part of an

integrated criminal justice system to overcome crime. Nowadays, the criminal justice system in Indonesia

adopts non-adversarial system that gives the judge a central position to act actively in assessing the facts

(guilty), law, and punishment. Moreover, the judges tend to act as a semi-prosecutor. Indeed, such

conditions do not give adequate freedom to the advocates in defending their clients based on justified

arguments. In the development, adversarial characteristic as the characterictic of criminal justice system of

common law’s country is being adopted in criminal justice system in Indonesia. However, the adversarial

characteristic is not fully adopted as a seen in the draft of The Code of Criminal Procedure which is still

adhered to the principle of active judges in the trial. In the adversarial system, advocates as the defendant’s

legal counsel in the trial have a better role in defending the legal interests of the accused. That role is

characterized by an equal position of both the public prosecutor and the advocate in the court. Prosecutor

and advocate will play an active role to find the truth through evidence-based process or counter balance.

The position of the public prosecutor and advocate will give a passive position to the judge or the judge only

play as a referee in that trial. The justification of adversarial system is a reality that the system is a place,

where any individual’s ability could be improved up to the point where he gains the power to see the reality

through his own eyes, where he was able to be free from prejudice as “human condition possibility”. In

other words, the adversarial system believes that the truth will appear through counter balance process

which is equally and fairly between prosecutor and advocate.


